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ABSTRAK 

 

UPAYA PENEGAKAN HUMAN RIGHTS PEMERINTAH NEPAL DALAM 

MENANGANI ISU PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL 2018-2022 

 

Oleh 

 

HAURA DZIKRA ANDJANI 

 

Nepal merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus perdagangan 

perempuan yang tinggi dan cukup serius. Sebagian besar perempuan Nepal 

yang menjadi korban perdagangan perempuan dieksploitasi secara seksual. 

Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya kasus perdagangan perempuan di 

Nepal, seperti banyaknya pengangguran, lemahnya penegakan hukum dan 

pengawasan di daerah perbatasan, dan kebudayaan yang masih mendiskreditkan 

perempuan. Dalam menanggapi tingginya kasus perdagangan perempuan, 

Pemerintah Nepal berusaha melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani 

permasalahan perdagangan perempuan di negaranya ini.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya penegakan 

human rights yang dilakukan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani isu 

perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022. Penelitian ini 

menggunakan teori human rights dan konsep transnational crime. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan 

data melalui studi literatur. Data dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang data-datanya berasal dari hasil analisis penelitian pihak 

sebelumnya, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Nepal dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang sesuai dengan 

human rights ialah meningkatkan upaya penyelidikan dalam permasalahan 

perdagangan perempuan dengan dukungan dari beberapa NGO yang sesuai 

dengan obligation to respect. Mengoperasikan LCCHTs dan meningkatkan 

upaya penyelesaian melalui Ministry of Women, Children, and Social Welfare 

yang sesuai dengan obligation to fulfill. Dan terakhir membentuk NPWC dan 

meratifikasi konvensi internasional sesuai dengan obligation to protect. 

      Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pemerintah Nepal, Perdagangan perempuan 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFORTS OF THE NEPALESE GOVERNMENT TO ENFORCE 

HUMAN RIGHTS  IN HANDLING THE ISSUES OF WOMEN 

TRAFFICKING IN NEPAL 2018-2022 

 

 

By 

 

HAURA DZIKRA ANDJANI 

 

Nepal is one of the countries with a high and quite serious rate of women trafficking. 

Most Nepali women who fell victim to trafficking were sexually exploited. There are 

several factors contributing to the high number of women trafficking cases in Nepal, 

such as high unemployment rates, weak law enforcement and monitoring at border 

areas, and cultural attitudes that still discredit women. In response to the high 

incidence of women trafficking, the government of Nepal is making efforts to 

address and resolve the issue of women trafficking. This research aims to describe 

the efforts of the Nepalese government to enforce human rights in addressing the 

issue of women trafficking in Nepal 2018-2022. This research used the theory of 

human rights and the concept of transnational crime. This research employed 

qualitative descriptive research with a collection data method of literature review. 

This research used secondary data sourced from the analysis of previous research, 

scientific journals, articles, and official reports. The research results showed that 

efforts made by the Nepalese government to enforce human rights in addressing the 

issue of women trafficking included increasing investigation efforts into women 

trafficking with support from several NGOs,in accordance with the obligation to 

respect. Operating LCCHTs and enhancing resolution efforts through the Ministry 

of Women, Children, and Social Welfare, in accordance with the obligation to 

fulfill. Lastly, establishing NPWC and ratifying international conventions, in 

accordance with the obligation to protect. 

Keywords: Human Rights, Government of Nepal, Women Trafficking 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan antara dua negara atau lebih 

yang dapat memberikan dampak terhadap stabilitas negara yang terlibat karena 

semakin hilangnya batas jaringan antar negara. Adapun beberapa kejahatan yang 

dapat dianggap sebagai kejahatan transnasional ialah terorisme, pembajakan laut, 

penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas lainnya. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 membentuk sebuah konvensi 

terkait dengan kejahatan transnasional, yakni United Nations Convention on 

Transnational Organized Crime (UNTOC) (Zayzda & dkk, 2020). Salah satu 

kejahatan transnasional yang sering kali ditemui di berbagai negara ialah 

perdagangan manusia. Menurut Pasal 3 Protokol PBB tahun 2000, perdagangan 

manusia merupakan sebuah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, 

atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau 

bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, 

penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau 

memperoleh manfaat dan keuntungan agar memperoleh izin dari orang yang 

berkuasa dan mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi 

(Munthe, 2015).  

Di banyak kasus pihak yang rentan menjadi korban dari perdagangan manusia 

ialah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, masyarakat miskin atau 

sedang mengalami krisis ekonomi, dan masyarakat yang tengah menjadi korban 

dari bencana alam (Gurung & Kachchhap, 2016). Biasanya para korban dibujuk 

dengan sejumlah uang yang banyak dan dijanjikan pekerjaan di luar negeri, dengan 

begitu akan banyak korban yang tertarik karena tawaran tersebut sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Selain itu, penarikan korban perdagangan manusia dapat 
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dilakukan dengan cara pemaksaan seperti penculikan, penipuan, serta ancaman. 

Nantinya korban-korban tersebut akan dieksploitasi dengan berbagai bentuk 

kejahatan seperti dijadikan budak, pekerja paksa, pekerja seksual, hingga 

memperjual belikan organ tubuh dari korban (Gurung & Kachchhap, 2016). 

Fenomena perdagangan manusia merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi 

manusia. Kasus perdagangan manusia yang terjadi tidak hanya menjadi ancaman 

bagi masyarakat dan bangsa saja, namun juga ancaman bagi norma-norma 

kehidupan yang berpedoman pada hak asasi manusia. Tindakan tersebut dianggap 

melanggar hak asasi manusia karena merenggut beberapa hak yang seharusnya 

dimiliki oleh tiap individu, seperti hak atas kebebasan dari perbudakan dan 

keamanan pribadi. Dalam praktek perdagangan manusia biasanya para pelaku 

melakukannya dengan cara paksaan dan tak jarang para korban menerima 

perlakuan kejam seperti kekerasan fisik. Banyak korban disiksa secara kejam dan 

tidak manusiawi agar mereka mau bergerak untuk melakukan pekerjaannya.  

Korban dipaksa untuk dapat bekerja di bawah ancaman pemaksaan secara fisik 

dan psikologis (Meo, 2016). Perlakuan terhadap individu yang menjadi korban dari 

perdagangan manusia ini merupakan tindakan perbudakan. Seperti yang diketahui 

bahwasanya dalam praktik perdagangan, para korban dieksploitasi dengan cara 

kerja paksa ataupun eksploitasi seksual komersial. Korban dari perdagangan 

manusia pun bekerja tanpa mendapatkan upah yang layak, bahkan ada yang tidak 

mendapatkan upah sama sekali (Meo, 2016). Tindakan ini tentu saja melanggar hak 

asasi manusia karena sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR), tiap-tiap individu yang tinggal di suatu negara harus terjamin keselamatan 

dan keamanannya dengan harus terbebas dari praktik perbudakan dan penyiksaan 

(Lathifah & Noveria, 2014) 

Selain itu, hak-hak yang dilanggar dalam praktik perdagangan manusia ialah 

hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak kesejahteraan, hak hidup, hak atas 

kebebasan berekspresi, dan hak-hak lainnya. Seperti yang diketahui bahwasanya 

para korban perdagangan manusia bekerja dalam kondisi yang buruk dan kurang 

mendapatkan akses perawatan medis, yang mana tak jarang hal ini mengakibatkan 

para korban perdagangan manusia mengalami masalah kesehatan yang serius. 
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Masalah kesehatannya tidak hanya kesehatan fisik saja, namun kesehatan mental 

pun sering kali dialami oleh para korban perdagangan manusia (Meo, 2016). Para 

korban perdagangan perempuan pun banyak yang kehilangan kesempatan dalam 

mendapatkan  pendidikan. Hal ini karena dalam praktiknya para korban 

dieksploitasi untuk terus bekerja tanpa diperbolehkan untuk mengakses pendidikan 

atau informasi yang layak untuk mengikuti perkembangan (Lathifah & Noveria, 

2014). 

Korban perdagangan manusia biasanya diisolasi di tempat penampungan seperti 

rumah bordil. Mereka seringkali diisolasi dan dilarang keras untuk berinteraksi atau 

berhubungan dengan siapapun, termasuk dengan keluarganya sendiri. Seluruh 

komunikasi antara korban dengan orang luar diputus oleh para pelaku perdagangan 

manusia agar mereka tidak dapat berbicara tentang kondisi mereka dan tidak dapat 

mencari bantuan (Meo, 2016). Kebebasan para korban dalam berekspresi 

menyampaikan sesuatu terkait kondisi mereka dihalangi oleh para pelaku 

perdagangan manusia. Hidup dalam kondisi seperti itu tentu saja artinya merenggut 

hak hidup dan kesejahteraan dari seorang manusia. Hidup dalam penyiksaan, 

dijadikan budak, tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, diisolasi, dan 

bahkan dipisahkan dari keluarga sendiri artinya praktik perdagangan manusia telah 

mengganggu kehidupan pribadi suatu individu. Para korban pun ditempatkan di 

tempat yang tidak layak untuk ditinggali oleh seorang individu. Gangguan yang 

sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, dan tempat tinggal dilanggar dalam 

praktik kejahatan ini. Hal ini menyebabkan para korban tidak dapat menjalankan 

hidup dengan merasa aman dan sejahtera. Maka dari itu, praktik perdagangan 

manusia dianggap melanggar undang-undang hak asasi manusia yang salah satunya 

diatur dalam Piagam PBB The Universal Declaration Of Human Right 1948. 

Dengan adanya hukum yang mengatur, maka setiap pelaku pelanggaran hak asasi 

manusia akan dikenakan sanksi pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.  

Adapun beberapa negara di dunia yang memiliki korban perdagangan manusia 

terbanyak adalah negara berkembang seperti Indonesia, India, Pakistan, Nepal, 

Bangladesh, dan negara lainnya (UNODC, 2022). Salah satu negara dengan kasus 

perdagangan manusia yang menjadi perhatian dunia dan cukup serius ialah Nepal. 
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Nepal menempati posisi kedua negara dengan korban perdagangan manusia 

terbanyak di Asia Selatan (UNODC, 2020). Menurut United States Government 

Nepal masih menduduki posisi tingkat ke 2 dalam permasalahan perdagangan 

manusia, yang artinya Nepal belum dapat sepenuhnya memenuhi standar minimum 

dalam penghapusan kasus perdagangan manusia, namun upaya yang dilakukan 

untuk mencapainya cukup signifikan (United States Government, 2022).  

Dari berbagai negara tujuan perdagangan manusia Nepal, sekitar 90.3% 

perdagangan manusia Nepal ditujukan ke India (NHRC, TRAFFICKING IN 

PERSON National Report 2015/16, 2017). Salah satu faktor yang menyebabkan hal 

tersebut ialah kebijakan open border policy antara Nepal dan India yang 

dicantumkan dalam Nepal-India Treaty of Friendship. Kebijakan open border 

policy berisi kesepakatan mengenai tidak dipergunakannya paspor atau visa bagi 

penduduk Nepal dan India yang ingin keluar-masuk antar kedua negara tersebut 

(Shabrina, 2018). Dengan begitu, kejahatan seperti perdagangan manusia yang 

melewati batas antar negara akan sulit untuk diawasi dan diatasi karena adanya 

kebijakan tersebut. Ekonomi merupakan permasalahan dan faktor utama dari 

tingginya kasus perdagangan manusia di Nepal.  

Nepal merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak, 

tetapi pendapatan per kapita masyarakatnya tergolong rendah dan sebagian besar 

dari masyarakat Nepal berprofesi sebagai petani (Thapa, 2021). Masih banyaknya 

masyarakat Nepal yang mengalami masalah kemiskinan dan membutuhkan 

pekerjaan mendorong terjadinya perdagangan manusia di Nepal. Pada April tahun 

2015 Nepal mengalami gempa dahsyat yang membuat Nepal mengalami kerugian 

yang sangat banyak hingga 706,461 juta Rupee atau 940 miliar Rupiah (Shabrina, 

2018). Gempa ini menelan banyak korban dan menghancurkan banyak bangunan 

di Nepal, yang akhirnya menyebabkan banyak masyarakat yang terpisah dari 

keluarga mereka dan kehilangan pekerjaan.  

Akibatnya banyak masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan 

manusia karena sedang dalam keadaan membutuhkan bantuan dan pekerjaan untuk 

dapat bertahan hidup, terutama perempuan. Perempuan banyak yang menjadi 

korban perdagangan manusia dikarenakan pandangan lemah terhadap perempuan 
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menyebabkan perempuan dianggap sebagai target sasaran yang mudah untuk 

menjadi korban eksploitasi seksual, perbudakan, dan juga kerja paksa dalam 

perdagangan manusia (Diyali, 2017). Diketahui bahwasanya kasus perdagangan 

manusia tertinggi yang terjadi di Nepal ialah kasus perdagangan perempuan 

(UNODC, 2022). Adapun grafik korban perdagangan perempuan Nepal dari tahun 

2018-2022, yaitu:  

 

Gambar 1. Grafik Korban Perdagangan Perempuan di Nepal 2018-2022. 

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber. 

Korban perdagangan perempuan yang tercatat dalam data Gambar 1 belum 

mencakup semua kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus yang 

tidak tercatat dan dilaporkan kepada pihak berwajib (United States Department of 

State, 2022). Budaya dan pendidikan yang berlaku di Nepal bagi para perempuan 

Nepal menjadi latar belakang banyaknya korban perdagangan manusia perempuan. 

Di Nepal budaya patriarki masih melekat dengan kehidupan sehari-hari, yang 

artinya perempuan masih menduduki strata sosial kelas bawah atau kasta yang 

rendah, terutama pada komunitas Badi dan budaya Deuki. Banyak perempuan 

Nepal diperdagangkan untuk bekerja seks komersial dengan tujuan mendapatkan 

pendapatan tambahan. Selain itu, keluarga juga dapat memberikan atau menjual 
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anak perempuan mereka ke sebuah kuil jikalau mereka tidak ingin mengasuh anak 

perempuan tersebut lagi (UNICEF, 2001).  

Banyak anak perempuan yang dipaksa untuk putus sekolah karena kemiskinan 

dan pernikahan paksa untuk dapat menghasilkan pendapatan. Tingkat 

pengangguran perempuan di Nepal pun cukup tinggi. Menurut World Bank, tercatat 

bahwasanya tingkat pengangguran perempuan di tahun 2022 berada di angka 

12,49% dan yang tertinggi di tahun 2020 dengan 14,41% dari total angkatan kerja 

perempuan (World Bank, 2023). Rendahnya pendidikan inilah yang membuat 

perempuan menjadi sasaran mudah untuk menjadi korban perdagangan manusia. 

Banyak perempuan yang gampang tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri 

namun tidak peduli dan paham akan prosedur legalnya, dengan melewatkan aspek-

aspek penting seperti kontrak serta proses perjalanan. Hal ini yang membuat lebih 

banyak perempuan dieksploitasi dan diperdagangkan ke luar Nepal (UK & IOM, 

2019). 

Selain itu, penegakan hukum di Nepal juga sering kali tidak efektif karena para 

penegak hukum jarang melakukan identifikasi yang proaktif terhadap kasus-kasus 

perdagangan perempuan. Menurut World Justice Project dalam indeks Rule of Law 

World Justice Project, Nepal pada tahun 2022 berada di peringkat 69 dari total 140 

negara yang tergabung. Peringkat ini menunjukan bahwa beberapa area penegakan 

hukum Nepal masih memerlukan perbaikan lebih lanjut (World Justice Project, 

2022). Salah satu aspek yang perlu diperbaiki oleh Nepal dan mempengaruhi 

peringkat ini ialah hak asasi manusia. Aspek hak manusia meliputi perlindungan 

terhadap hak-hak dasar masyarakat Nepal seperti hak untuk mendapatkan keadilan 

(World Justice Project, 2022).  Beberapa faktor penyebab yang dipaparkan diatas 

terus mendorong munculnya kasus perdagangan perempuan di Nepal. Hak asasi 

manusia merupakan norma internasional yang diakui dan harus ditaati, namun 

kasus pelanggaran hak asasi manusia di Nepal, yaitu perdagangan perempuan, tetap 

tinggi.  Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti upaya penegakan human rights 

Pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan perempuan pada tahun 

2018-2022.   
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia 

yang masih sulit untuk diatasi dan tak kunjung selesai bagi negara-negara di 

dunia, terutama Nepal. Nepal yang merupakan negara berkembang menjadi 

salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang tinggi, terutama 

perdagangan perempuannya. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya 

kasus perdagangan perempuan di Nepal, seperti banyaknya pengangguran, 

lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan, dan 

kebudayaan yang masih mendiskreditkan perempuan. Hak asasi manusia 

merupakan norma internasional yang diakui dan harus ditaati, namun kasus 

pelanggaran hak asasi manusia di Nepal, yaitu perdagangan perempuan, tetap 

tinggi. Berdasarkan dari penjelasan singkat yang dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian peneliti ialah: “Bagaimana Upaya 

Penegakan Human Rights Pemerintah Nepal dalam Menangani 

Perdagangan Perempuan di Nepal tahun 2018-2022?” . 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat 2 tujuan utama, yaitu: 

1. Mendeskripsikan perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022. 

2. Menganalisis upaya penegakan human rights Pemerintah Nepal dalam 

menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

serta wawasan mengenai isu keamanan manusia yaitu perdagangan perempuan 

yang terjadi di Nepal serta upaya penegakan human rights Pemerintah Nepal dalam 

menangani kasus perdagangan perempuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat mengembangkan studi keilmuan Hubungan Internasional dan berguna 
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sebagai pengetahuan baru dalam masalah keamanan manusia, yaitu perdagangan 

manusia. 

 

1.5        Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus kepada bentuk upaya penegakan human rights 

Pemerintah Nepal dalam menangani kasus perdagangan perempuan di tahun 2018-

2022.
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian mengenai penyelesaian Pemerintah Nepal dalam menangani 

isu perdagangan perempuan ini, beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang 

berhubungan akan digunakan oleh penulis sebagai bahan informasi dan juga acuan 

agar dapat menambah wawasan bagi penulis. Penulis akan menggunakan 6 

penelitian terdahulu sebagai landasan penelitian. 

Penelitian pertama, penelitian karya Muhammad Ulil Absor dengan judul 

‘Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia’, 

membahas mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam 

penelitian ini dikatakan bahwasanya Indonesia telah melakukan berbagai upaya 

dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun perdagangan manusia masih 

menjadi masalah yang serius di Indonesia. Penelitian ini membahas mulai dari 

jenis-jenis eksploitasi di tempat yang menjadi tujuan, strategi-strategi yang 

digunakan dalam menekan dan menyelesaikan kasus perdagangan manusia, hingga 

tantangan dalam pembangunan sosial (Absor, 2018). Berdasarkan yang telah 

dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Muhammad Ulil Absor yang berjudul 

‘Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia’ 

dengan penelitian ini terletak pada lingkup pembahasan terkait perdagangan 

manusia. 

Penelitian kedua, penelitian karya Izazi Nur Shabrina dengan judul 

“Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh 

Manusia dari Nepal ke India”, membahas mengenai penanggulangan yang 

dilakukan Pemerintah Nepal guna menurunkan kasus perdagangan organ tubuh 

manusia dari Nepal ke India. Diketahui bahwasanya Nepal termasuk sebagai salah 

satu sumber organ manusia ilegal dan India merupakan negara tujuan utama 
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penjualannya. Karena kasus perdagangan organ manusia ilegal semakin meningkat, 

Pemerintah Nepal mengeluarkan kebijakan Human Trafficking and Transportation 

Control Act 2064 atau HTTCA. Dalam implementasinya kebijakan ini didukung 

oleh beberapa institusi dan organisasi swasta seperti kepolisian Nepal, Nepal’s 

National Human Rights Commission, Ministry of Women, Children and Social 

Welfare, Nepal ABC, PPR Nepal, Maiti Nepal, dan banyak lainnya (Shabrina, 

Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh 

Manusia dari Nepal ke India, 2018). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi 

antara jurnal karya Izazi Nur Shabrina yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Nepal 

dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India” 

dengan penelitian ini terletak pada lingkup penanggulangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Nepal yang menggunakan kebijakan. 

Penelitian ketiga, penelitian karya Kavita Thapa dengan judul “Menace of 

Human Trafficking in Nepal”, membahas mengenai Nepal sebagai salah satu 

negara yang menjadi pasar perdagangan manusia di dunia dengan tujuan kerja 

paksa, perbudakan, sektor hiburan, eksploitasi seksual, serta perdagangan organ 

ilegal. Penelitian ini membahas secara mendalam terkait perdagangan manusia di 

Nepal mulai dari sejarah, cara-caranya, rute yang digunakan dan negara-negara 

tujuannya, komunitas yang paling terdampak, tujuan dan akibat perdagangan 

manusia, serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan manusia di 

Nepal. Selain itu, kasus perdagangan manusia yang meningkat semenjak adanya 

wabah COVID-19 pun juga terdapat dalam penelitian ini (Thapa, 2021). 

Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Kavita Thapa 

yang berjudul “Menace of Human Trafficking in Nepal” dengan penelitian ini 

terletak pada lingkup bahasan terkait perdagangan manusia yang terjadi di Nepal. 

Penelitian keempat, penelitian karya Fatma Yusuf Eko Suwarno dengan 

judul ‘Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis 

Transnasional’, membahas mengenai kasus perdagangan perempuan dari Nepal ke 

India yang tinggi akibat akses perbatasan Nepal yang mudah dan hukum domestik 

yang masih lemah. Guna menekan permasalahan perdagangan perempuan tersebut, 

Pemerintah Nepal mengambil tindakan untuk bekerjasama dengan pihak luar, salah 
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satunya ialah Global Alliance Against Women Trafficking (GAATW). Beberapa 

program dilakukan oleh GAATW untuk membantu menyelesaikan kasus 

perdagangan perempuan di Nepal, namun program-program yang dijalankan 

GAATW belum menghasilkan penurunan yang besar dalam kasus perdagangan 

perempuan dari Nepal ke India. Meski begitu, GAATW tetap dianggap memiliki 

peran yang cukup banyak dalam menyuarakan hak asasi perempuan di Nepal 

(Suwarno, Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis 

Transnasional, 2020). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal 

karya Fatma Yusuf Eko Suwarno yang berjudul ‘Perdagangan Perempuan Nepal 

ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional’ dengan penelitian ini terletak 

pada pembahasan terkait kasus perdagangan perempuan. 

Penelitian kelima, penelitian karya Shushant Khanal dengan judul “Human 

Trafficking in Nepal: Can Big Data Help?”, membahas mengenai strategi-strategi 

yang diterapkan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani permasalahan 

perdagangan manusia yang terjadi. Salah satu solusi yang dianggap dapat 

membantu menekan permasalahan ialah big data. Big data merupakan sebuah 

kumpulan besar data-data dari masa lalu sehingga banyak hal yang dapat dicegah 

di masa depan. Menurut penelitian ini, Nepal harus belajar menggunakan teknologi 

big data ini dan menerapkannya sesuai dengan standar negara mereka karena big 

data akan sangat membantu dalam melacak korban dan pelaku perdagangan 

manusia (Khanal, 2020). Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal 

karya Shushant Khanal yang berjudul “Human Trafficking in Nepal: Can Big Data 

Help?” dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait kasus perdagangan 

manusia serta upaya Pemerintah Nepal dalam menanganinya. 

Penelitian keenam, penelitian karya Otto F. von Feigenblatt dengan judul 

“Human Trafficking in Thailand: The Complex Contextual Factors”, membahas 

mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Thailand diketahui 

menjadi salah satu negara tujuan dan penyalur dalam kasus perdagangan manusia, 

terutama pada bidang industri perikanan, perkebunan karet, seks, dan juga beberapa 

pabrik. Penelitian ini meneliti terkait faktor penarik dan juga pendorong utama 

terjadinya kasus perdagangan manusia di Thailand (Feigenblatt, 2021). 
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Berdasarkan yang telah dipaparkan, relevansi antara jurnal karya Otto F. von 

Feigenblatt yang berjudul “Human Trafficking in Thailand: The Complex 

Contextual Factors?” dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait 

permasalahan perdagangan manusia. 

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu 

Nama Penulis Hasil Penelitian Landasan 

Penelitian 

Perbedaan dengan Skripsi 

Penulis 
Muhammad Ulil 

Absor 

Membahas mengenai kasus 

perdagangan manusia yang terjadi 
di Indonesia. Penelitian ini 

membahas mulai dari jenis-jenis 

eksploitasi di tempat yang menjadi 

tujuan, strategi-strategi yang 

digunakan dalam menekan dan 

menyelesaikan kasus perdagangan 

manusia, hingga tantangan dalam 

pembangunan sosial. Teori 

dipakai untuk menganalisis 

perkembangan ekonomi yang 

memiliki keterkaitan dengan 
pengabaian kualitas pertumbuhan 

manusia. 

Dependency Theory Keduanya membahas terkait 

tantangan dalam penyelesaian 
perdagangan manusia, namun 

yang membedakan adalah negara 

tempat terjadinya, yaitu Indonesia. 

 

Izazi Nur 

Shabrina 

Membahas mengenai 

penanggulangan yang dilakukan 

Pemerintah Nepal guna 

menurunkan kasus perdagangan 

organ tubuh manusia dari Nepal ke 

India. Diketahui bahwasanya 

Nepal termasuk sebagai salah satu 

sumber organ manusia ilegal dan 

India merupakan negara tujuan 

utama penjualannya. Karena kasus 

perdagangan organ manusia ilegal 
semakin meningkat, Pemerintah 

Nepal mengeluarkan kebijakan 

Human Trafficking and 

Transportation Control Act 2064 

atau HTTCA. Teori dipakai untuk 

menganalisis tujuan dari kebijakan 

apakah berhasil mencapai standar 

tujuan yang jelas berdasarkan 

konsep. 

Public policy  

Implementation 

framework 

Kedua penelitian ini menggunakan 

kebijakan HTTCA 2064 dalam 

penanggulangan kasus 

perdagangan manusia, namun 

yang membedakan ialah fokus 

perdagangan manusia dan juga 

negara tujuan. Penelitian dari 

penulis tidak hanya berfokus pada 

negara India dan tidak berfokus 

pada perdagangan organ tubuh 

ilegal. 

 

Kavita Thapa Membahas secara mendalam 

terkait perdagangan manusia di 

Nepal mulai dari sejarah, cara-
caranya, rute yang digunakan dan 

negara-negara tujuannya, 

komunitas yang paling terdampak, 

tujuan dan akibat perdagangan 

manusia, serta hal-hal yang 

melatarbelakangi terjadinya 

perdagangan manusia di Nepal. 

Selain itu, solusi dan kasus 

Cultural 

Dimensions Theory 

Kedua penelitian ini membahas 

mengenai kasus perdagangan 

manusia di Nepal, namun yang 
membedakan ialah penyelesaian 

permasalahan perdagangan 

manusia dalam jurnal ini tidak 

membahas terkait kerjasama 

internasional. 
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perdagangan manusia yang 

meningkat semenjak adanya 

wabah COVID-19 pun juga 

terdapat dalam penelitian ini. 

Teori dipakai untuk menganalisis 

perbedaan budaya dan cara 

berbisnis di beberapa negara 

dengan melihat dari beberapa 

kategori  sesuai teori. 

Fatma Yusuf 

Eko Suwarno 

Membahas mengenai tingginya 

kasus perdagangan perempuan 

yang terjadi di Nepal. Di mana 

kasus perdagangan perempuan 

tertinggi ialah kasus perdagangan 
perempuan dari Nepal ke India 

dikarenakan akses perbatasan 

Nepal yang mudah dan hukum 

domestik yang masih lemah. Guna 

menekan permasalahan 

perdagangan perempuan tersebut, 

Pemerintah Nepal mengambil 

tindakan untuk bekerjasama 

dengan pihak luar, salah satunya 

ialah GAATW atau Global 

Alliance Against Women 

Trafficking. Teori dipakai untuk 
menganalisis strategi dan program 

GAATW dalam mengatasi 

perdagangan perempuan dengan 

memperhatikan aspek kultural dan 

identitas politik. 

Teori feminisme 

transnasional 

Keduanya membahas terkait 

perdagangan perempuan yang 

terjadi di Nepal, namun jurnal ini 

berfokus hanya pada peran salah 

satu lembaga, sedangkan 
penelitian dari penulis berfokus 

tidak hanya pada peran dari satu 

lembaga. 

. 

Shushant Khanal Membahas mengenai strategi-

strategi yang diterapkan oleh 

Pemerintah Nepal dalam 

menangani permasalahan 

perdagangan manusia yang terjadi. 

Salah satu solusi yang dianggap 

dapat membantu menekan 
permasalahan ialah big data. Teori 

dipakai untuk menganalisis 

strategi-strategi pemerintah Nepal 

dalam menangani perdagangan 

manusia apakah sesuai dengan 

strategi dalam teori. 

Big Data Keduanya membahas mengenai 

permasalahan perdagangan 

manusia serta penyelesaiannya, 

namun yang membedakan adalah 

fokus penyelesaian pada jurnal ini 

terletak pada big data. 

Otto F. von 

Feigenblatt 

Membahas mengenai faktor 

penarik dan juga pendorong utama 

terjadinya kasus perdagangan 

manusia di Thailand. Teori dipakai 

untuk menganalisis faktor 

pendorong dan penarik dilihat 
dengan konteks norma global dan 

kultural. 

Teori Konstruktivis Keduanya membahas mengenai 

isu perdagangan manusia, namun 

yang membedakan adalah negara 

tempat terjadinya, yaitu Thailand. 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 
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2.2 Landasan Penelitian 

2.2.1   Teori Human Rights 

Human rights atau hak asasi manusia merupakan suatu hak yang 

diberikan Tuhan, dimana hak tersebut bertujuan untuk melindungi warga 

negara dari berbagai ancaman seperti penindasan dan pembatasan ruang 

gerak oleh negara. Human rights bersifat kodrati, melekat, dan juga 

universal. Hak tersebut dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa campur 

tangan negara, hukum, ataupun manusia lain. Perbedaan agama, jenis 

kelamin, warna kulit, ataupun ras tidak membuat adanya perbedaan hak-hak 

dari setiap manusia. International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) 1966 menyatakan bahwa: 

 “these rights derive from inherent dignity of human person” 

Dimana hak asasi manusia disini dianggap sebagai sebuah martabat yang 

inheren atau melekat pada diri manusia (Arifin, 2019) Maka dari itu, hak-

hak tersebut harus dihormati serta dilindungi oleh seluruh manusia. 

Secara teori, human rights merupakan sebuah hak yang diberikan 

oleh Tuhan dan melekat pada manusia dengan berlandaskan teori kodrati. 

Teori kodrati merupakan teori yang sudah berkembang sejak abad ke 17 

yang dianggap sebagai hak-hak individu yang subjektif dan diakui melalui 

hukum Tuhan yang sempurna. Kodrati percaya bahwasanya tiap-tiap 

individu di dalam kehidupannya telah ditentukan oleh Tuhan dan harus 

tunduk pada otoritas Tuhan dengan memiliki iman kepada Tuhan. Salah satu 

pendukung utama dari teori ini ialah John Locke. John Locke merupakan 

seorang filsuf yang berasal dari inggris dan dianggap sebagai salah satu 

pendiri teori human rights (Uzgalis, 2024). John Locke memiliki pendapat 

bahwasanya seluruh individu di dunia diberikan karunia oleh alam sebuah 

hak inheren yang tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh siapapun 

(Arifin, 2019). Tiap manusia tersebut sejak lahir telah diberikan hak-hak 

asasi dan kebebasan, dimana kemerdekaan, kehidupan, dan harta hanya 

milik mereka sendiri.  
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Pandangan John Locke terkait human rights sangat memberikan 

pengaruh kepada perkembangan demokrasi modern serta sistem hukum 

pada teori tersebut. Teori human rights menurut John Lock didasari konsep 

kontrak sosial dan juga hak alami (Uzgalis, 2024). Menurut John Locke, 

jika melihat human rights dari sudut pandang negatif, maka kemunculan 

human rights dapat dianggap sebagai penghadang atau bentuk intervensi 

dari negara bagi kehidupan pribadi. Namun, jika dilihat dari sudut pandang 

positif, human rights dianggap dapat memiliki fungsi untuk membantu 

penentuan pembangunan dan juga perkembangan terhadap masyarakat 

(Salfutra, 2018). (Gowan & Greif, 2005) John Locke mengatakan: 

“The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges 

every one, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but 

consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm 

another in his life, healthy, liberty or possessions” 

Menurutnya hak alami dapat dibagi menjadi tiga elemen, yaitu 

rights to life atau hak atas kehidupan, right to liberty atau hak atas 

kebebasan, dan juga right to property atau hak atas properti. Hak atas 

kehidupan disini artinya seluruh individu memiliki hak dapat hidup dan juga 

mempertahankan kehidupannya tanpa ada seorang pun yang boleh 

mengambil kehidupannya. Hak atas kebebasan memiliki pengertian 

bahwasanya seluruh individu di dunia memiliki hak untuk dapat terbebas 

dari berbagai penindasan dan memiliki hak untuk dapat bebas memutuskan 

keputusan sendiri selama tidak mengganggu hak orang lain. Terakhir, hak 

atas properti yang memiliki pengertian bahwasanya seluruh individu 

memiliki hak untuk dapat mempunyai dan mengurus properti-properti yang 

telah mereka dapatkan melalui usaha kerja keras sendiri (Gowan & Greif, 

2005). 

Meskipun hak-hak tersebut diperoleh oleh manusia dengan keadaan 

alami, hak-hak dan kebebasan tersebut belum tentu terjamin. Dikarenakan 

hal tersebut, akhirnya Locke menciptakan konsep social contract atau 

kontrak sosial untuk memberikan keamanan bagi hak alamiah. Dalam 
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kontrak sosial, tiap individu memberikan kepercayaan kepada Pemerintah 

di negaranya untuk dapat melindungi hak-hak alami mereka dengan catatan 

hak-hak mereka tidak dapat dicabut. Menjadi kewajiban bagi tiap-tiap 

negara untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya (Gowan & Greif, 

2005). 

Negara memiliki peran penting untuk dapat menjaga serta menjamin 

hak-hak asasi dan kebebasan dari setiap warga negara agar dapat terlaksana. 

Apabila pemimpin dari suatu negara melanggar dan memutuskan hak-hak 

kodrati yang dimiliki oleh warga negaranya, maka warga dan Pemerintah 

negara tersebut memiliki hak untuk melengserkan dan menggantikan 

pemimpin tersebut dengan pemimpin yang bersedia menghormati hak-hak 

tersebut (Arifin, 2019). Gagasan John Locke mengenai peran negara ini 

menjadi dasar dari lahirnya The America Declarations of Independence 

1776 (Moseley, 2003). Hukum human rights harus dijadikan pedoman bagi 

seluruh negara untuk dapat mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka 

lindungi, hormati, dan juga penuhi. Negara dibentuk sebagai negara hukum 

agar dapat memiliki pengawasan dan peraturan untuk mengadili bila terjadi 

kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia. 

Terdapat 3 bentuk kewajiban untuk suatu negara menurut hukum 

human rights, yaitu obligation to respect atau kewajiban untuk 

menghormati, obligation to fulfill atau kewajiban untuk memenuhi, dan 

yang terakhir ialah obligation to protect atau kewajiban untuk melindungi 

(Arifin, 2019). Obligation to respect atau kewajiban untuk menghormati 

disini memiliki pengertian bahwasanya sudah kewajiban bagi negara untuk 

tidak ikut campur tangan pada hak-hak sipil warga negaranya, yang mana 

ini dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Negara 

tidak diperbolehkan menyiksa, membunuh, serta mengeluarkan seseorang 

dari pemilihan umum suatu negara yang memiliki sistem demokratis. Selain 

itu, negara juga harus menyediakan pekerjaan serta fasilitas kesehatan dan 

juga pendidikan. 
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Obligation to fulfill atau kewajiban untuk memenuhi memiliki peran 

untuk dapat memastikan warga negara terpenuhi hak-haknya agar mereka 

hidup dalam kondisi sejahtera, aman, dan damai. Hal tersebut dapat tercipta 

melalui legislatif dan juga administratif dengan membuat kebijakan-

kebijakan. Terakhir Obligation to protect atau kewajiban untuk melindungi 

memiliki pengertian bahwasanya negara memiliki kewajiban untuk dapat 

melindungi serta memastikan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran hak 

asasi manusia terhadap warga negaranya, individu maupun kelompok. 

Namun, pengimplementasian human rights tiap negara tentu saja berbeda 

sesuai dengan nilai dan orientasi negara masing-masing (Arifin, 2019). 

Menurut John Locke, pemerintahan dianggap sah jika Pemerintahan 

tersebut didirikan berdasarkan persetujuan seluruh warga negara dengan 

tujuan untuk dapat melindungi hak-hak tiap warga negara. Pemerintahan di 

suatu negara harus beroperasi berdasarkan 3 prinsip, yaitu persetujuan 

rakyat, kepemilikan bersama, dan juga pembagian kekuasaan. Persetujuan 

rakyat artinya ialah Pemerintah yang sah hanyalah Pemerintahan yang 

didasarkan pada kehendak dan persetujuan warga negaranya. Kepemilikan 

bersama artinya Pemerintahan di suatu negara harus dapat mewakili rakyat 

dan melakukan tindakan dengan tujuan kepentingan umum bukan hanya 

pribadi. Terakhir, pembagian kekuasaan memiliki maksud untuk mencegah 

penyalahgunaan penguasaan, Pemerintahan di suatu negara harus dibagi 

menjadi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif (Gowan & Greif, 2005). 

Kepentingan individu sama pentingnya dengan kepentingan negara, 

yang mana artinya negara juga harus mengutamakan kehidupan serta 

keselamatan warga negaranya. Menurut John Locke, jika Pemerintahan 

suatu negara dirasa gagal dalam melindungi hak-hak dari warga negaranya, 

maka warga negaranya berhak melawan dan menuntut Pemerintah tersebut. 

Hal ini berlandaskan konsep demokrasi, dimana kekuasaan yang dipegang 

Pemerintah harus diawasi dan sesuai dengan kewajiban utama negara. 

Warga negara berhak menuntut Pemerintah untuk dapat memberikan 

pelayanan kepada mereka, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 
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serta perlindungan hukum. Pemerintah harus aktif dalam memberikan 

pelayanan-pelayanan tersebut agar terciptanya kesejahteraan bagi warga 

negara (Harto, 2010) 

Human rights dengan negara atau Pemerintah sangatlah terikat dan 

menjadi suatu kesatuan. Dimana human rights merupakan sebuah aturan 

yang memiliki untuk melindungi tiap-tiap warga negara dari adanya 

penindasan dan aktor yang berperan dan bertanggung jawab untuk 

melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut ialah negara. Agar tanggung 

jawab tersebut dapat terlaksana, negara harus melakukan tindakan atau 

upaya yang memerlukan instrumen untuk dapat mengawasi dan juga 

mengadili jikalau terjadi pelanggaran hak-hak asasi. Perlindungan hukum 

pun wajib diberikan bagi warga negara agar mereka merasa aman (Gowan 

& Greif, 2005). 

 

2.2.2  Konsep Transnational  Crime 

Transnational Crime atau kejahatan transnasional merupakan 

perilaku atau tindakan kejahatan dari suatu kelompok yang didalamnya 

melibat dua negara atau lebih yang dapat mengancam keamanan global. 

Secara konseptual, transnational crime ialah tindak kejahatan yang 

dilakukan oleh aktor non-negara yang melintasi batas negara. Konsep ini 

mulai muncul akibat adanya globalisasi. Pada era globalisasi saat ini 

teknologi dan informasi semakin berkembang, di samping banyaknya 

dampak positif dari kemunculan globalisasi, terdapat juga sisi negatif dari 

globalisasi, yaitu hubungan yang semakin meluas dan menjadi tidak 

terbatas. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan dari munculnya globalisasi 

ialah transnational crime. Dengan munculnya globalisasi, transnational 

crime menjadi semakin mudah dioperasikan dan semakin jauh cakupan 

negara-negaranya akibat semakin tipisnya batas jaringan antar negara. 
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Menurut John T. Picarelli, transnational crime sejak tahun 1990 an 

mulai dianggap sebagai sebuah ancaman keamanan. Hal ini dikarenakan 

banyak ahli yang berasumsi bahwasanya transnational crime dapat 

mengancam keamanan dari kehidupan manusia di dunia, yang kemudian 

untuk menangani hal ini diperlukan peningkatan dalam keamanan manusia. 

transnational crime dianggap sebagai sebuah ancaman yang cukup 

kompleks dengan pendekatan yang berlapis karena kejahatan dalam 

transnational crime tidak hanya tindakan secara langsung untuk melintasi 

negara, namun juga aktivitas kejahatan teknologi yang melintasi batas 

negara. transnational crime memiliki dampak pada tiga level keamanan, 

yaitu keamanan internasional, keamanan nasional, serta keamanan manusia. 

Pada keamanan internasional, aktivitas kejahatan dari transnational crime 

dianggap dapat merusak serta mengganggu norma dan institusi vital yang 

memiliki peran dalam mempertahankan jalannya sistem internasional yang 

ada. Pada keamanan nasional, aktivitas kejahatan transnational crime 

dianggap dapat menjadi penyebab dari ketidakstabilan internal  suatu negara 

serta komponen kekuasaan. Pada keamanan manusia, aktivitas kejahatan 

transnational crime  dianggap dapat mengancam individu di seluruh dunia 

(Williams, 2008). 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 pun 

membentuk sebuah konvensi terkait transnational crime, yakni United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). 

Konvensi ini membahas mengenai beberapa macam bentuk dari kejahatan 

transnasional seperti perdagangan flora dan fauna dilindungi, perdagangan 

atau penyelundupan manusia secara ilegal, pencucian uang, produksi 

sekaligus perdagangan gelap senjata api, korupsi, perdagangan narkoba, 

serta kejahatan terhadap benda-benda seni dan juga budaya (Zayzda & dkk, 

2020). Terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penarik yang terus 

mendorong keberadaan transnational crime. Faktor pendorong dari 

transnational crime ialah kemiskinan, serta lemahnya penegakan hukum 

dan pengawasan di daerah perbatasan di suatu negara. Sedangkan penarik 

dari transnational crime ialah adanya permintaan barang atau jasa ilegal 
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yang selalu tinggi (Madsen, 2009). Selain itu, keadaan geografis juga dapat 

dianggap sebagai salah satu faktor pendorong dalam berjalannya 

transnational crime. Geografis merupakan batasan antara negara satu dan 

lainnya yang berperan penting dalam kerjasama antar negara. Perbatasan 

negara memiliki banyak dampak positif dalam hubungan kerjasama antar 

negara, namun untuk menjaga geografis yang luas cukup sulit untuk 

dilakukan secara maksimal. Batasan-batasan yang tidak dijaga secara 

maksimal inilah yang menjadi tempat bagi para oknum untuk melakukan 

transnational crime (Prisgunanto, 2012). 

Transnational crime memiliki fokus tersendiri pada setiap kejahatan 

dan salah satunya terdapat transnational crime yang berfokus pada 

kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan perdagangan manusia 

mencakup penjualan organ tubuh ilegal, eksploitasi anak, prostitusi, 

eksploitasi tenaga kerja, dan jenis perdagangan manusia lainnya. 

Perdagangan manusia termasuk kedalam salah satu dari 3 jenis 

transnational crime terbesar di ranah global yang menguntungkan (Madsen, 

2009). Sejalan dengan pendapat Williams yang mengatakan bahwasanya 

transnational crime merupakan sebuah jaring organisasi yang beroperasi 

pada lintas negara yang memiliki tujuan utama pada perekonomian daripada 

politik, maka dari itu dalam prakteknya pelaku kejahatan tidak melakukan 

negosiasi dengan negara yang dituju dan sengaja melanggar hukum 

nasional, aturan, serta norma negara tersebut (Arquilla & Ronfeldt, 2001).  

Perdagangan manusia terus berkembang hingga saat ini karena 

banyaknya kondisi perekonomian individu yang semakin lemah, rendahnya 

pemahaman akan norma, serta organisasi kejahatan di bidang ekonomi yang 

semakin kuat. Sehingga kejahatan perdagangan manusia ini menjadi salah 

satu permasalahan transnational crime global yang penting dan harus 

ditangani (Cao, 2017). Dari konsep diatas, penelitian ini akan menggunakan 

konsep transnational crime untuk membantu sebagai sudut pandang 

penjelasan lebih dalam mengenai kejahatan lintas batas atau transnational 

crime. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bagan dalam penelitian yang 

bertujuan untuk membantu penulis dalam menjelaskan alur pemikiran penelitian 

serta analisis permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, kerangka 

pemikiran meliputi kasus tingginya permasalahan perdagangan perempuan di 

Nepal yang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia Hak asasi manusia 

merupakan norma internasional yang diakui dan harus ditaati, namun kasus 

pelanggaran hak asasi manusia di Nepal, yaitu perdagangan perempuan, tetap 

tinggi. Penelitian akan dianalisis dengan teori  human rights dan konsep 

transnational crime. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dari topik yang sedang 

diteliti dipaparkan oleh penulis untuk dapat menarik kesimpulan dalam bentuk 

bagan. 
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Gambar 2. Bagian Kerangka Pemikiran 

Sumber : Diolah oleh penulis.

Tingginya permasalahan perdagangan perempuan di Nepal 

yang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia 

Teori Human Rights dan 

Konsep Transnational 

Crime  

Upaya Penegakan Human Rights Pemerintah Nepal dalam 

menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian merupakan sebuah tata cara dalam penelitian agar 

mendapatkan langkah-langkah yang efektif dalam prosesnya sehingga penelitian 

yang dihasilkan tersistematis. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah deskriptif kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah 

proses penelitian dalam memahami dan mengeksplorasi aspek dan masalah-

masalah manusia yang terjadi, baik individu maupun kelompok dalam konteks 

permasalahan sosial ataupun kemanusiaan dengan menciptakan gambaran secara 

menyeluruh, disajikan dengan kompleks dalam bentuk kata-kata, melaporkan 

pandangan terperinci dari beberapa sumber informasi, serta dilakukan dalam latar 

setting yang alamiah (Creswell, 2009).  

Tipe penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini karena 

dianggap mampu menjelaskan fenomena-fenomena serta menjawab pertanyaan 

penelitian yang akan diteliti secara lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan 

penelitian terkait upaya penegakan human rights Pemerintah Nepal dalam 

menangani kasus perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.. Selain itu, 

tipe penelitian ini juga dapat membantu mengkomparasikan data satu dengan data 

yang lainnya agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang akurat serta bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 

3.2  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis sumber data sekunder.  

Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data tangan kedua seperti data 

yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam berbagai bentuk sumber 
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data tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber data yang peneliti 

gunakan bersumber dari website state.gov, ohchr.org, dan dataunodc.un.org. 

Kelebihan dari data sekunder ini ialah pemahaman yang didapatkan akan lebih 

dalam untuk dapat menganalisis dan memahami permasalahan yang tengah diteliti 

(Miles & Huberman, 2014). Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi literatur merupakan 

sebuah teknik mengumpulkan data dengan menganalisis literatur-literatur yang 

menyajikan data kredibel, valid, serta berkaitan dengan topik penelitian. Literatur 

yang dianalisis dapat berupa jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu, dan juga 

beberapa situs website.  

 

3.3  Analisis data 

Analisis data merupakan suatu proses dalam memilah dan 

mengelompokkan data-data yang telah ditemukan dan dikumpulkan. Proses analisis 

data ini bermanfaat dalam membantu penulis untuk memahami makna dari data-

data yang didapatkan. Dalam penelitian ini, seluruh data yang telah dikumpulkan 

akan dianalisis dan data-data tersebut bersumber dari data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data tangan kedua yang data-datanya berasal dari hasil analisis 

penelitian pihak sebelumnya yang dapat berbentuk jurnal, buku, atau artikel. 

Metode mendapatkan data melalui sumber data tangan kedua dapat disebut metode 

studi pustaka. Penulis melakukan metode studi pustaka di tempat-tempat yang 

menyediakan berbagai data pendukung penelitian. 

 

3.3.1 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan sebuah proses lanjutan dari 

pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 

penelitian yang telah dikumpulkan agar data dapat lebih mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, teknik yang 

digunakan meliputi 3 hal (Miles & Huberman, 2014), yaitu: 
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1. Kondensasi Data 

Kondensasi data merupakan tahap di mana penulis melakukan 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, serta mengabstraksi data-data 

yang telah didapat dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Kondensasi 

data dilakukan dengan cara memilah data-data terkait fokus penelitian 

yang sudah didapatkan sebelumnya dan kemudian data-data yang 

terpilih akan diparafrase untuk dapat dimasukan kedalam penelitian 

mengenai upaya penegakan human rights Pemerintah Nepal dalam 

menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022.. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahapan yang mempermudah penulis dalam 

melihat gambaran bagian-bagian tertentu maupun keseluruhan dari data 

penelitian. Data-data tersebut dapat disajikan dan dikelompokan dalam 

bentuk tabel, bagan, narasi, serta grafik sehingga data akan lebih 

terorganisasi dan lebih mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk 

memberikan informasi yang lebih ringkas dan padat agar pemahaman 

dari penelitian dapat dengan mudah diserap oleh pembaca. Dalam 

penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun berdasar pada 

sub-bab yang telah ditentukan mengenai upaya penegakan human rights 

Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di 

Nepal tahun 2018-2022.. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Tahapan ini merupakan tahapan dalam pembuatan kesimpulan dalam 

bentuk narasi berdasar dari data-data yang telah didapatkan dan 

kemudian menarik kesimpulan dengan mengaitkan konsep yang 

digunakan dalam penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah. 

Selain penarikan kesimpulan dari berbagai data yang telah diolah, saran-

saran yang relevan dengan upaya penegakan human rights Pemerintah 

Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal tahun 

2018-2022. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan peneliti terkait upaya penegakan human rights 

Pemerintah Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal 2018-

2022, peneliti menemukan upaya berdasarkan teori human rights. Seperti yang 

diketahui bahwasanya Nepal merupakan salah satu negara dengan kasus 

perdagangan perempuan tertinggi (Diyali, 2017). Perempuan-perempuan Nepal 

seringkali diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks 

komersial di rumah bordil dan klub-klub malam (UNODC, 2023). Terdapat 

beberapa faktor penyebab masih banyaknya kasus perdagangan perempuan di 

Nepal, seperti banyaknya pengangguran, lemahnya penegakan hukum dan 

pengawasan di daerah perbatasan, dan kebudayaan yang masih mendiskreditkan 

perempuan. 

Kemiskinan yang terjadi di Nepal membuat banyaknya pengangguran di 

Nepal. Rendahnya perekonomian masyarakat Nepal mendorong tingginya kasus 

perdagangan perempuan di Nepal. Banyaknya masyarakat yang kesulitan 

mendapatkan pekerjaan di Nepal terutama perempuan, membuat banyak 

perempuan melakukan apapun guna dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-

harinya. Kesulitan ekonomi para perempuan Nepal membuat mereka menjadi target 

mudah bagi para pelaku perdagangan perempuan. Faktor penyebab selanjutnya 

ialah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di daerah perbatasan Nepal. 

Seperti yang diketahui bahwasanya sebagian besar pelaku yang menjalankan 

eksploitasi perdagangan perempuan memiliki koneksi dengan para tokoh politik di 

Nepal dan juga tak jarang pelakunya merupakan orang terpandang atau pejabat di 

Nepal (Nepali & dkk, 2023).  Selain itu, pengawasan perbatasan yang masih belum 
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maksimal juga semakin mempermudah jalannya aksi perdagangan perempuan dari 

Nepal ke India (Sharma, 2018).  

Faktor terakhir ialah kebudayaan yang masih mendiskreditkan perempuan. 

Diketahui bahwasanya di Nepal budaya di mana perempuan dianggap menduduki 

strata sosial kelas bawah masih melekat dalam kehidupan di Nepal (UNICEF, 

2001). Perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki akses untuk mendapatkan 

pendidikan, yang mana hal ini membuat mereka tidak memiliki kemampuan apapun 

untuk mendapatkan pekerjaan. Hidup tanpa pendidikan dan keterampilan membuat 

para perempuan dari kelompok tersebut hidup dalam kemiskinan dan sulit dalam 

memenuhi kebutuhan dasar. Praktik perdagangan perempuan dengan cara 

menjanjikan pekerjaan dan kekayaan di luar negeri  sangatlah efektif dan menarik 

bagi para perempuan Nepal di kondisi seperti itu.  

Melalui pandangan terkait upaya dalam menangani isu perdagangan 

perempuan di Nepal berdasarkan teori human rights, peneliti menyimpulkan 

bahwasanya kasus pelanggaran terhadap human rights yang diangkat dalam 

penelitian ini ialah perdagangan perempuan di Nepal. Kasus kejahatan ini 

melanggar hak kesejahteraan, hak hidup, hak atas kebebasan dari perbudakan dan 

keamanan pribadi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas kebebasan 

berekspresi, yang mana seharusnya warga negara mendapatkan hak-hak tersebut.  

Maka dari itu, diperlukan upaya dan tindakan dari Pemerintah negara Nepal untuk 

dapat melindungi warga negaranya agar tercipta rasa aman. Dalam mengatasi 

permasalahan kemanusiaan tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Nepal sejalan dengan kewajiban negara menurut teori human rights. 

Tiga bentuk kewajiban untuk suatu negara menurut human rights antara lain adalah 

obligation to respect atau kewajiban untuk menghormati, obligation to fulfill atau 

kewajiban untuk memenuhi, dan yang terakhir ialah obligation to protect atau 

kewajiban untuk melindungi (Arifin, 2019). Sesuai dengan obligation to respect, 

Pemerintah Nepal telah melakukan tindakan yang menghormati hak-hak warga 

negaranya dengan tidak menghalangi hak bebas berpendapat dan hak berkumpul. 

Seperti yang diketahui, untuk menangani permasalahan perdagangan perempuan, 

Pemerintah Nepal bekerjasama dengan beberapa NGO. 
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Sesuai dengan obligation to fulfill, Pemerintah Nepal telah menjalankan 

perannya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya melalui bagian-bagian dari 

Pemerintahan untuk memfasilitasi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Seperti 

yang diketahui, untuk menangani permasalahan perdagangan perempuan, 

Pemerintah Nepal melakukan upaya melalui Ministry of Women, Children, and 

Social Welfare. Melalui Ministry of Women, Children, and Social Welfare, 

Pemerintah Nepal telah memenuhi hak warga negaranya dengan menyediakan 

fasilitas-fasilitas bagi perempuan korban dari perdagangan manusia. Selain itu, 

untuk memenuhi hak sosial warga negaranya Pemerintah Nepal membentuk Local 

Committees for Controlling Human Trafficking (LCCHTs). Penyuluhan yang 

dilakukan LCCHTs memenuhi hak sosial dari warga negara Nepal karena warga 

Nepal terpenuhi hak sosialnya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan 

terkait kesadaran akan isu pelanggaran hak asasi manusia agar menjaga 

keselamatan tiap warga negara.  

Terakhir, sesuai dengan obligation to protect, Pemerintah Nepal telah 

melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan beberapa 

upaya. Pertama, untuk melindungi hak-hak tiap warga negaranya, Pemerintah 

Nepal menerapkan undang-undang yang melarang adanya pelanggaran hak asasi 

manusia. Seperti yang diketahui bahwasanya Nepal memiliki undang-undang yang 

mengatur pelanggaran terhadap perdagangan perempuan, aturan tersebut tertuang 

beberapa kebijakan. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan bagi warga 

negaranya, Pemerintah Nepal meningkatkan peraturan dengan meratifikasi 

berbagai konvensi internasional  (MoWCSC, 2020).  Pemerintah Nepal juga 

melindungi hak warga negaranya membentuk The Nepal Police Women’s Cells 

(NPWC) pada 2018 untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan perdagangan 

perempuan dan anak-anak perempuan. Keberadaan NPWC akan memberikan rasa 

aman bagi warga negara Nepal karena mereka dapat melindungi dan mencegah 

terjadinya kejahatan pelanggaran ham. 

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan ini, Pemerintah Nepal telah 

melakukan tanggung jawab dan perannya dalam memberikan pelayanan serta 

perlindungan bagi warga negaranya. Namun, upaya-upaya tersebut masih berjalan 
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dengan kurang efektif pada implementasinya. Banyak korban selamat yang tidak 

melaporkan kasusnya ke hukum karena masih kurangnya pemahaman para korban 

tentang proses hukum, kurang mendapat dukungan dari keluarga, ancaman dari 

para pelaku perdagangan, proses hukum yang dianggap terlalu panjang, 

kemungkinan akan dilecehkan lagi, hambatan ekonomi, dan pesimis dengan 

keputusan akhir pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut yang membuat banyak 

perempuan korban perdagangan manusia jarang melaporkan kasusnya (Nepali & 

dkk, 2023). Prosedur pengembalian resmi antara negara penampung dengan Nepal 

pun masih kurang maksimal sehingga pemulangan para korban perdagangan bisa 

memakan waktu hingga 2 tahun (United States Department of State, 2022). 

Department of Foreign Employment beranggapan bahwasanya polisi masih 

kurang dalam teknik investigasi dan keterampilan berinteraksi dengan para korban 

perdagangan, yang mana hal ini dapat melemahkan penuntutan yang diajukan oleh 

korban (United States Goverment, 2018). Meskipun kapasitas penyelidikan dalam 

unit kepolisian khusus sudah ditingkatkan oleh pemerintah Nepal, namun 

penegakan hukum di Nepal masih tidak secara proaktif mengidentifikasi kasus-

kasus perdagangan. Hal ini menjadi penyebab rusaknya bukti-bukti yang telah 

dikumpulkan oleh para korban sehingga upaya penuntutan terhadap pelaku 

perdagangan perempuan menjadi terhambat. Hambatan tersebut membuat para 

korban menjadi kekurangan bukti, yang mana pada akhirnya kasus menjadi ditutup 

dan para pelaku perdagangan terbebas dari tuntutan. Para penegak hukum di Nepal 

pun masih sering membantu para pelaku perdagangan untuk terbebas dari hukuman 

karena memiliki keterkaitan dengan pelaku seperti teman atau kerabat atau mereka 

mendapatkan suap dari para pelaku perdagangan (United States Department of 

State, 2023). 

Selain itu, terdapat hak yang belum terpenuhi oleh pemerintah Nepal, yaitu 

hak atas non diskriminasi. Seperti yang diketahui bahwasanya Nepal sangat melekat 

dengan budaya patriarki dan menganut sistem kasta. Diskriminasi terhadap 

perempuan masih banyak terjadi di Nepal. Para perempuan, terutama perempuan 

dari kelompok marjinal sulit mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek 

seperti pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan  (Davison, 2022). Banyak 
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perempuan yang menjadi pengangguran karena ketidaksetaraan upah yang 

didapatkan. Jika dibandingkan dengan laki-laki Nepal yang rata-rata mendapatkan 

pendapatan 23.000 NPR per bulan, sedangkan perempuan Nepal  hanya 

mendapatkan sekitar 12.000 NPR (Prasain, 2021).  Pemerintah sudah bergerak 

untuk menangani isu diskriminasi dengan melarang kegiatan prostitusi 

mengatasnamakan adat dan tradisi apapun secara hukum. Namun, lingkungan 

masyarakat Nepal masih belum sepenuhnya  mendukung karena hingga saat ini di 

wilayah paling barat Nepal masih terdapat beberapa masyarakat yang menerapkan 

tradisi-tradisi tersebut (K.C., 2020).  Meskipun Pemerintah Nepal belum 

sepenuhnya menghilangkan permasalahan perdagangan perempuan dan belum 

berhasil memenuhi semua hak-hak perempuan Nepal, upaya yang dilakukan 

Pemerintah Nepal sudah cukup baik dan sesuai dengan tanggung jawab negara 

berdasarkan hukum hak asasi manusia. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Upaya Penegakan human rights 

Pemerintah Nepal dalam Menangani Isu Perdagangan Perempuan Di Nepal 2018-

2022”, peneliti akan mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Nepal dan juga 

akademisi Hubungan Internasional, antara lain: 

A. Peneliti menyarankan kepada pihak Pemerintah Nepal untuk lebih 

memperketat aturan dan pengawasan di perbatasan Nepal dan India agar 

kasus perdagangan perempuan dapat terdeteksi dan hal tersebut akan 

menekan kasus perdagangan perempuan dari Nepal ke negara luar. 

Diperlukan juga kebijakan dan tindakan nyata yang tegas untuk 

menghukum para pelaku perdagangan perempuan agar dapat memberikan 

efek jera kepada para pelaku. Kebijakan dan hukuman yang tegas juga harus 

menjamin siapapun yang melakukan, walaupun pejabat politik sekalipun, 

mereka tetap harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga 

perlu menjamin kesetaraan hak bagi perempuan-perempuan di Nepal agar 

mereka mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak didiskriminasi. 
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B. Kepada akademisi program studi Hubungan Internasional yang memiliki 

ketertarikan dalam mengkaji isu upaya penegakan human rights Pemerintah 

Nepal dalam menangani isu perdagangan perempuan di Nepal diharapkan 

dapat memberikan pembaharuan data untuk tahun-tahun berikutnya terkait 

isu yang sama. Dengan demikian, diharapkan penelitian yang dibuat dapat 

berdampak baik dan menghasilkan ilmu serta informasi yang lebih baik 

untuk berbagai pihak. 
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